Pemko Medan Siapkan Anggaran Rp 100 Miliar Lebih Untuk Pilkada 9 Desember

Sumber gambar: httpé://www.liputanG.com/

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Guna mendukung penyelenggaraan
pilkada, Pemko Medan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 108,7 miliar.

Hal tersebut mengungkapkan oleh Sekda Kota Medan Wiriya Al Rahman ketika
menghadiri Dialog Publik bertajuk "Kesiapan Anggaran Pilkada Kota Medan 2020"
yang digelar Badan Kajian Srategis Al Washliyah Sumut di Studio Al Washliyah Sumut
Jalan Sisingamangaraja Medan, Selasa (23/6/2020).

Dikatakannya, sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2020, Instruksi
Mendagri Nomor 1 tahun 2020 serta Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri
(Menteri Dalam Negeri & Menteri Keuangan), anggaran Pilkada tidak boleh diganggu.

"Dana pilkada tetap diamanatkan dan tidak boleh diganggu. Itu jelas dan tegas
walaupun kita tengah menangani Covid-19," katanya.

Wiriya  mengatakan, anggaran yang  disediakan Pemko Medan untuk
pelaksanaan Pilkada Kota Medan 2020 sebesar Rp108,7 M lebih dengan perincian
Rp69,34 M untuk KPU Medan, Rp27,37 M untuk Bawaslu, Rp8,5 M untuk Polrestabes
Medan, Rp2M untuk Polres Pelabuhan Belawan serta Rp1,5 M untuk Kodim 0201/BS.

"Anggaran untuk Pilkada Kota Medan 2020 sudah kita cairkan sebagian untuk
KPU dan Bawaslu. Tinggal Rp41,5 M untuk KPU yang belum dicairkan, sedangkan
Bawaslu sekitar Rp16,3 M yang belum kita cairkan. Sedangkan untuk keamanan sampai
saat ini belum ada yang kita cairkan,” ujarnya.

Selanjutnya ia menambahkan, berhubung saat ini menghadapi pandemi Covid-
19, maka pelaksanaan Pilkada Kota Medan 2020 yang akan berlangsung 9 Desember
mendatang akan mengikuti protokol kesehatan.


https://www.liputan6.com/
https://medan.tribunnews.com/tag/pemko-medan
https://medan.tribunnews.com/tag/pemko-medan

Dengan begitu, KPU dan Bawaslu diminta untuk melakukan optimalisasi
anggaran dari dana yang sudah disepakati dan ditandatangani dalam Naskah Perjanjian
Hibah Daerah (NPHD).

"Mengingat kondisi keuangan Pemko Medan, provinsi bahkan negara saat ini
yang terbatas karena harus menangani Covid-19, kami yakin pilkada tetap dapat
berjalan aman dan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan. Apalagi saat ini,
tengah dipersiapkan fase menuju new normal. Artinya, kita tetap menjalankan aktifitas
dengan mematuhi protokol kesehatan seperti penggunaan masker, jaga jarak serta
mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer," ungkapnya.

Sumber Berita:

1. https://medan.tribunnews.com/, Pemko Medan Siapkan Anggaran Rp 100 Miliar
Lebih Untuk Pilkada 9 Desember, tanggal 23 Juni 2020.

2. https://www.liputan6.com/, Anggaran Pilkada Medan 2020 Dipastikan Tak
Terganggu Pandemi COVID-19, tanggal 24 Juni 2020.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Pasal 1 Angka 1, 7, 10

1. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan
adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk
memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.

7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga
penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang
bertugas melaksanakan pemilihan umum.

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah
lembaga penyelenggara pemilihan umum vyang bertugas mengawasi
penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
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Pasal 8
(1) Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Pemilihan Gubernur dilaksanakan oleh KPU Provinsi.
(3) Pemilihan Bupati dan Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 9
Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan
setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah;

b. mengkoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;

c. melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;

d. menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota;

e. memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten,
dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan

f.  melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan.

Pasal 29

Bawaslu Provinsi wajib:

a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas
pemilihan umum pada tingkatan di bawahnya;

c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya
pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai
Pemilihan;

d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan
tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

e. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya
dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan
terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di tingkat Provinsi; dan

f.  melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.



2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 1 Angka 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

(1) Pemerintan Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan
dampak penularan COVID-19.

(2) Pemerintah Daerah perlu mcmpricrttaskan penggunaan APBD untuk antisipasi
dan perianganan dampak penularan COVID-19.

Pasal 4

(1) Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan
COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.

(3) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan:

a.  dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya
serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; darr/
atau

b.  memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(4) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen
pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dalam waktu paling lama
1 (satu) hari.

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah



KESATU

Melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan

tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara

memadai untuk meningkatkan kapasitas:

a. penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan;

b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah
masing-masing tetap hidup; dan

c. penyediaan jaring pengamanan sosial/social safety net, sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Instruksi Menteri ini.

KETIGA

Memastikan dan mengawasi:

a. kecukupan sembako di wilayah masing-masing baik dalam ketersediaan supply
dan kelancaran distribusi; dan

b. aktivitas industri dan pabrik serta dunia usaha terutama yang menghasilkan
kebutuhan pokok masyarakat dan alat-alat kesehatan penanganan COVID-19
tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan (jaga jarak, hand
sanitizer, dll).

KELIMA

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan
percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran tertentu (refocusing) dan/
atau perubahan alokasi anggaran paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan
Instruksi Menteri ini akan dilakukan rasionalisasi dana transfer.

4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor
119/2813/Sj
177/Kmk.07/2020

Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease
2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian
Nasional

tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan

PERTAMA
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan meminta Kepala Daerah untuk
melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD melalui:



a. Penyesuaian pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan
rincian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Keuangan; dan

b. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan memperhitungkan potensi pajak
daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota
serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio

perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan. tingkat inflasi tahun 2020 yang
dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah
sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian.

KEDUA

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan meminta Kepala Daerah untuk
melakukan penyesuaian belanja daerah melalui:

a. Rasionalisasi belanja pegawai terutama dilakukan dengan

1)

2)

3)
4)
5)

Bagi daerah yang selama ini memberikan tunjangan tambahan penghasilan
Aparatur Sipil Negara (ASN)/tunjangan kinerja daerah dan/ atau insentif
sejenisnya lainnya lebih besar dari tunjangan kinerja di pusat, melakukan
penyesuaian besaran tunjangan tersebut agar tidak melebihi besaran
tunjangan kinerja di pusat;

Bagi daerah yang selama ini memberikan tunjangan tambahan penghasilan
Aparatur Sipil Negara (ASN)/tunjangan kinerja daerah atau sejenisnya
lebih rendah dari tunjangan kinerja di pusat, melakukan penyesuaian
besaran tunjangan tersebut sesuai kebutuhan rasion.alisasi belanja
pegawai;

Mengendalikan/mengurangi honorarium kegiatan;
Mengendalikan/mengurangi honorarium pengelola dana BOS; dan/ atau
Mengendalikan/mengurangi pemberian uang lembur  dengan
mempertimbangkan kebutuhan riil pelaksanaan pekerjaan yang bersifat
mendesak dan dilakukan secara selektif.

b. Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan
mengurangi anggaran belanja, terutama untuk:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah;

Barang (bahan/ material) pakai habis untuk keperluan kantor;

Cetak dan penggandaan;

Pakaian dinas dan atributnya, serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu;
Pemeliharaan;

Perawatan kendaraan bermotor;



7) Sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir;

8) Sewa sarana mobilitas;

9) Sewa alat berat;

10) Jasa kantor dan sewa antara lain untuk langganan daya listrik, air,
telekomunikasi, media cetak, dan peralatan;

11) Jasa konsultansi;

12) Tenaga ahli/instruktur/narasumber;

13) Uang yang diserahkan kepada ketiga/masyarakat;

14) Makanan dan minurnan, serta paket rapat di kantor dan di luar kantor;
dan/atau

15) Sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, pelatihan, dan kelompok diskusi
terfokus (focus group discussion), serta pertemuan lain yang mengundang
banyak orang.

Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan

mengurangi anggaran belanja, terutama untuk:

1) Pengadaan kendaraan dinas / operasional;

2) Pengadaan mesin dan alat berat;

3) Pengadaan tanah;

4) Renovasi ruangan/ gedung, perlengkapan perkantoran;

5) Pembangunan gedung baru; dan/ atau

6) Pembangunan infrastuktur lainnya yang masih memungkinkan untuk
ditunda tahun berikutnya.



